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ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Implementasi Kebijakan
Pencegahan Stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang Kabupaten Lima Puluh
Kota. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan
metode deskriptif, dalam menentukan informan peneliti menggunakan metode dan
teknik purposive sampling. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data, peneliti
menggunakan teknik triangulasi metode. Sedangkan untuk teknik analisis data
menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan stuntung
di Nagari Koto Baru Simalanggang pencegahan stunting dilaksanakan dalam
bentuk pelayanan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, dan upaya sanitasi air
bersih. Namun, program ini belum berhasil dilaksanakan karena pelayanan ibu dan
anak yang tidak rutin dilaksanakan serta masih kurangnya kesadaran dan
pemahaman ibu balita tentang pola asuh yang baik dan benar, kegiatan konseling
gizi terpadu melalui penyediaan PMT masih terbatas dan sanitasi air bersih yang
belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan agar tujuan kebijakan pencegahan
stunting dapat tercapai, pemerintah daerah dan pihak yang terkait perlu
mengoptimalkan capaian kebijakan, meningkatkan kapasitas pelaksana kebijakan
dan dukungan dari masyarakat luas.

Selanjutnya faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan di
Nagari Koto Baru Simalanggang terdapat 2 yaitu: (1) faktor pendukung seperti
regulasi kebijakan dan kerjasama dan kolaborasi: (2) faktor penghambat seperti

pengetahuan orang tua dan faktor ekonomi.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, pencegahan dan stunting
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stunting merupakan suatu kondisi dimana balita memiliti tinggi badan atau
panjang badan yang kurang dibandingkan umur yang dapat diukur dengan tinggi
badan atau panjang badan lebih dari minus dua standar deviasi median standar
pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting ini termasuk masalh gizi yang kronik
disebabkan oleh banyak faktor seperti gizi ibu saat hamil yang kurang, kurangnya
asupan gizi pada bayi serta kondisi ekonomi. Balita stunting kedepanya akan
mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang
optimal (Kemenkes RI, 2018)

Kebijakan pencegahan stunting di Indonesia berkaitan dengan kebijakan
perbaikan gizi. Masalah gizi ini sangat berdampak negatif terhadap belita karna
akan menghambat produktifitas, pertumbuhan fisik serta penurunan daya tahan
tubuh pada balita. Salah satu permasalahan kurang gizi yang tinggi di Indonesia
ialah masalah pendek (stunting) dan kurus (wasting) pada batila. Masalah
kekurangan gizi pada ibu hamil ini dapat menyebabkan Berat Badan Lahit Rendah
(BBLR) pada bayi dan kekurangan gizi pada balita. Masalah kekurangan gizi ini
dapat disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari asupan makanan yang kurang atau
tidak cukup hingga yang di sebabkan oleh faktor ekonomi. Hal yang menjadi
penyebab langsungnya ialah kekurangan asupan gizi dan penyakit infeksi. Hal yang
menjadi pemyebab secara tidak langsung yaitu asupan gizi yang tidak memadai dan

infeksi yang disebabkan oleh faktor kemiskinan, pengsuhan yang buruk serta



kebersihan dan pelayanan Keschatan yang kurang. Faktor yang mempengaruhi
tejadinyag gizi kurang di Indonesia tingginya angka kemiskinan, rendahnya
kesehatan lingkungan yang ada, terbatansnya akses pangan pada keluarga miskin,
serta belum memadainya pola asuh ibu dan rendahnya akses keluarga terhadap
pelayanan kesehatan dasar (Kemekes RI, 2017)

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018 status gizi
balita di Indonesia mengalami penurunan atau perbaikan yaitu menurun dari angka
19,6% menjadi 17,7%, prevalisasi balita pendek dan sangat pendek juga menurun
dari angka 37,2% menjadi 30,8% serta balita kurus dan sangat kurus juga turun dari
angka 12,1% menjadi 10,2% (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Kementrian RI, 2018). Hal ini masih jauh dari harapan karna angka tersebut masih
jauh dari harapan dan masih tergolong tinggi serta masih menjadi permasalah serius
di Indonesia pada saat ini.

Kasus stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengalami penurunan
dengan jumlah balita 24.242 dan balita stunting 2.641 degan persentase 10.89%
pada tahun 2019 menjadi 8,26% dengan jumlah balita 23.674 dan balita stunting
1.971 pada tahun 2020. Data puskesmas se-Lima Puluh Kota menunjukan bahwa
puskesmas Koto Baru Simalanggang memiliki jumlah balita stunting terbanyak dari
22 puskesmas yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu dengan jumlah balita
stunting 223 balita dari 2.458 balita pada tahun 2019 dan 199 balita stunting dari
2.186 balita pada tahun 2020. Melihat kondisi ini stunting d Nagari Koto Baru
Simalanggang menjadi permasalahan yang harus diselesaikan karna masalah

stunting bukan tanggung jawab dari Dinas Kesehatan saja namun peran Pemerintah



Nagari dituntut untuk aksi konvergensi stunting di wilayahnya dalam penurunan
stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang.

Kebijakan pencegahan stunting di Indonesia telah diatur dalam beberapa
bentuk peraturan yaitu Undang Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesechatan dan
dijelaskan bahwa perbaikan gizi diarahkan kepada upaya memperbaiki pola
konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, meningkatkan kesadaran
prilaku gizi, melakukan aktivitas fisik dan kesehatan, meningkatkan ketercapaian
sarana dan mutu pelayanan gizi, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi
serta upaya meningkatkan kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam menjamin
ketersediaan bahan makanan. Peraturan Presesden No. 42 Tahun 2013 tentang
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) juga mengatur tentang
upaya dalam pencegahan stunting merupakan upaya pencegahan secara bersama.
Pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa upaya percepatan perbaikan gizi dilakukan
secara bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui penggalangan partisipasi
dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi untuk
percepatan perbaikan gizi.

Implementasi  kebijakan pencegahan stunting Nagari Koto Baru
Silamalanggang berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun
2020 tentang peran nagari dalam penceganan stunting di Kabupaten Lima Puluh
Kota yang bertujuan untuk memfasilitasi penguatab komitmen Wali Nagari,
Anggota Bamus dan masyarakat untuk mengutamakan pencegahan stunting sebagai
salah satu arah kebijakan perencanaan pembangunan, memfasilitasi

penyelenggaraan pembangunan Nagari secara demokratis dan berkeadilan sosial



agar kader pembangunan Manusia dan sasaran keluarga 1.000 HPK mampu
berpartisipasi dalam pembangunan Nagari, memfasilitasi kegiatan-kegiatan
pencegahan stunting sebagai bagian dari kegiatan pembagunan Nagari yang
diprioritaskan untuk dibiayai dengan anggaran Nagari khususnya Dana Desa,
memfasilitasi Pemerintahan Nagari, Bamus dan masyarakat untuk mampu
menyelenggarakan konvergensi pencegahan stunting secara patisipatif, transparan
dan akuntabel, memfasilitasi keterpaduan perencanaan pembangunan nagari
dengan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan dan perencanaan
pembagunan daerah yang mengutamakan pencegahan stunting, memfasilitasi
konsolidasi sumberdaya yang ada di Nagari dengan sumber dari Pemerintah Daerah
serta pihak ketiga dalam konvergensi pencegahan stunting. Kegiatan-kegiatan yang
pencegahan stunting di nagari dituangkan dalam 5 paket layanan yaitu pelayanan
kesehatatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, sanitasi dan air bersih (jamban),
perlindungahn sosial dan Pendidikan anak usia dini. Namun demikian implementasi
kebijakan pencegahan stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang belum
terlaksana sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 25 tahun 2020, hal ini dapat
dilihat dari beberapa permasalahan berikut

Pertama, implementasi kebijakan stunting dalam bentuk Pelayanan ibu dan
anak berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2020 pasal
3 ayat 3 kegiatan pelayanan ibu dan anak dilaksanakan dalam bentuk
penyelenggaraan pos Kesehatan desa (pekayanan Kesehatan, penyediaan layanan
KB, dan alat kontrasepsi bagin keluarga miskin), penyelenggaraan posyandu

(makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas ibu balita, kelas lansia, kader posyandu,



kader pembangunan manusia, dan kader PKK), penyuluhan dan pelatihan bidang
kesehatan untuk masyarakat, kader kesehatan, penyelenggaraan desa siaga
kesehatan, pembinaan palang merah remaja tinggkat nagari, pengasuhan bersama
dan bina keluarga balita, pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional,
pemeliharaan sarana posyandu dan pembangunan sarana polindes. Berdasarkan
wawancara yang peneliti lakukan dengan di Kantor Wali Nagari Koto Baru
Simalanggang dengan perangkat nagari yang bernama Ibu Hardianti Akmal S.Kom
pada tanggal 4 Juli 2022 menyatakan bahwa :

“untuk kegiatan pelayanan ibu dan anak di Nagari Koto Baru Simalanggang
masih ada yang belum terlaksana yaitu pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan upaya kesehatan tradisional, kegiatan ini secepatnya akan
dilaksanakan oleh pihak Nagari Koto Baru Simalanggang karna bertujuan
untuk masyarakat agar terlindungi dalam memilih jenis pelayanan kesehatan
tradisional sesuai dengan kebutuhannya”

Kegiatan pembinaan dan pengawasan upaya Kesehatan ini bertujuan agar
pelayanan kesehatan tradisional dapat diselenggarakan dengan penuh tanggung
jawab terhadap manfaat, keamanan dan juga mutu pelayanannya sehingga
masyarakat terlindungi dalam memilih jenis pelayanan kesehatan tradisional sesuai
dengan kebutuhannya akibatnya upaya untuk pencecagahan stunting di Nagari

Koto Baru Simalanggang semakin sulit untuk dilaksanakan.

Kedua, implementasi kebijakan stunting dalam bentuk konseling gizi terpadu
berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2020 pasal 3 ayat
4 kegiatan konseling gizi terpadu dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kader,
kunjungan rumah, pengadaan alat dan perlengkapan, penyediaan pemberian

makanan tambahan (PMT), penyediaan pemberian makanan tambahan pemulihan

berlahan pangan local, pengadaan kebun gizi, kegiatan pos gizi, pengadaan



makanan sesuai dengan “isi piringku”, dan kampanye serta penyuluhan Kesehatan.
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di Posyandu Jorong Tabek Panjang
dengan Kader Posyandu nagari yang Bernama Desi Sesrianti pada tanggal 8
November 2021 menyatakan bahwa:

“kegiatan konseling gizi terpadu dalam bentuk pemberian makanan tambahan

(PMT) belum terlaksana dengan baik karna masih adannya pihak dari orang

tua balita yang malu bahwa anaknya memiliki permasalahan stunting setelah

di survey oleh posyandu serta kurangnya minat ibu untuk membawa anaknya

datang ke posyandu untuk sosialisasi atau edukasi tentang pencegahan anak

stunting serta terbatasnya anggaran dana desa yang dimiliki Nagari Koto Baru

Simalanggang”

Pelaksanaan kegiatan pelayanan konseling gizi terpadu dalam bentuk
pemberian pemberian makanan tambahan masih ada kendala dan belum berjalan
secara maksimal, akibatnya upaya untuk mencagah stunting di Nagari Koto Baru
Simalanggang semakin sulit.

Ketiga, implementasi kebijakan stunting dalam bentuk sanitasi dan air bersih
berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2020 pasal 3 ayat
5 kegiatan sanitasi dan air bersih dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan sumur
resapan milik desa, pemeliharaan sumber air bersih nagari, pemeliharaan
sambungan air bersih milik nagari ke rumah tangga, pemeliharaan senitasu
lingkungan permukiman, pemeliharaan fasilitas jamban umum dan jamban
keluarga, pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah nagari, pemeliharaan system
pembuangan air limbah, pembangunan dan peningkatan sumur resapan,
pemabangunan dan peningkatan fasilitas jamban umum, pembangunan dan

peningkatan pengelolaan sampah nagari, serta pembangunan dan peningkatan

system pembuangan air limbah. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di



Kantor Wali Nagari Koto Baru Simalanggang dengan perangkat nagari yang
bernama Ibu Hardianti Akmal S.Kom pada tanggal 4 Juli 2022 menyatakan bahwa:
“kegiatan sanitasi dan air bersih belum terlaksana secara keseluruhan
dikarenakan masih belum adanya lahan untuk pembangunan dan peningkatan
pengelolaan sampah nagari serta bulum adanya sumber air bersih milik nagari

di Nagari Koto Baru Simalanggang menyebabkan pengelolaan sampah dan air

bersih belum maksimal”

Akibatnya pembangunan dan pengelolaan sampah menjadi terhambat serta
pemeliharaan sumber air bersih milik nagari belum terlaksana dengan maksimal.

Keempat, implementasi kebijakan stunting dalam bentuk perlindungan sosial
berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2020 pasal 3 ayat
6 kegiatan perlindungan sosial dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kapasitas
perangkat nagari, pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan, pelatihan
dan penyuluhan perlindungan anak. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan
di Kantor Wali Nagari Koto Baru Simalanggang dengan perangkat nagari yang
bernama Ibu Hardianti Akmal S.Kom pada tanggal 4 Juli 2022 menyatakan bahwa:

“Kegitan perlindungan sosial yang dilaksanakan pihak nagari dalam

pencegahan stunting yang belum terlaksana yaitu pelatihan dan penyuluhan

pemberdayaan perempuan”

Akibatnya upaya untuk mencagah stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang
semakin sulit akibat tidak adanya pelatihan dan penyuluhan perempuan di N Koto
Baru Simalanggang.

Kelima, implementasi kebijakan stunting dalam bentuk Pendidikan anak usia
dini bedasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2020 pasal 3

ayat 7 kegiatan Pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam bentuk

penyelenggaraan PAUD/TPA/TKA/TPQ Non- Formal milik Nagari, dukungan



penyelengaraan PAUD berupa alat permainan edukatif (APE), penyuluhan dan
pelatihan Pendidikan bermasyarakat, Pemeliharaan sarana dan prasarana
PAUD/TPA/TKA/TPQ Non- Formal milik Nagari, pembangunan dan peningkatan
alat permainan edukatif (APE) PAUD/TPA/TKA/TPQ Non-Formal milik Nagari.
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di TPQ Al-Baqarah Nagari Koto
Baru Simalanggang dengan guru TPQ yang bernama Ibu Ummul Busra S.Pd pada
tanggal 4 Juli 2022 menyatakan bahwa:

“kami belum ada mendapatkan pembangunan pembangunan dan peningkatan

alat bermain edukatif (APE) dari Nagari dimana hal ini sangat kami harapkan

untuk mengembangkan kemampuan anak.”

Upaya untuk mencagah stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang semakin
karna pembangunan dan peningkatan alat bermain edukatif (APE) ini mampu
merangsang dan melatih perkembangan otak anak serta menstimulasi kreatifitas
berfikir anak serta mendidik dan menstimulasi otak anak.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Koto Baru

Simalanggang Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang dipaparkan diatas maka penulis dapat

merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Belum rutinnya kegiatan pelayanan ibu dan anak berupa pos Kesehatan dan
sosialisasi yang dilaksanakan oleh puskesmas maupun pemerintahan nagari
2. Belum optimalnya kegiatan konseling gizi terpadu dalam bentuk pemberian

makanan tambahan (PMT)



3. Sanitasi air bersih tidak berjalan bagaimana semestinya dan masih kurangnya
akses sanitasi dan air bersih
4. Kurang maksimalnya kegiatan perlindungan sosial pelatihan dan penyuluhan
pemberdayaan perempuan
5. Minimnya alat permainan edukatif (APE) PAUD/TPA/TKA /TPQ Non-
Formal milik Nagari
C. Batasan Masalah
Dari identifikasi diatas agar penelitian peneliti lebih terfokus, sehinggsa
masksud dan tujuan peneliti dapat tercapai, maka peneliti akan masalah yang akan
penulis teliti yaitu: a) belum teraturnya kegiatan pelayanan ibu dan anak berupa pos
Kesehatan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh puskesmas maupun pemerintahan
nagari, b) belum optimalnya kegiatan konseling gizi terpadu dalam bentuk
pemberian makanan tambahan (PMT), c¢) Sanitasi air bersih tidak berjalan
bagaimana semestinya dan masih kurangnya akses sanitasi dan air bersih
D. Rumusan Masalah
Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, peneliti dapat mengambil Rumusan

Masalah berupa:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Koto Baru
Simalanggang?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pencegahan
Stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang?

E. Tujuan Penelitian
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Dari rumusan masalah diatas, tujaun dari dilakukannya penelitain ini adalah

sebagai berikut:

1. Menganalisis Imlementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Koto
Baru Simalanggang

2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan
Pencegahan Stunting di Nagari Koto Baru Simalanggang.

F. Manfaat Penelitian
Penelitian ini harus memiliki manfaan yang jelas. Adapun manfaat yang

diharapkan diperoleh dari penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan
keilmuan yang terkait dengan ilmu administrasi negara khususnya kebijakan

publik dan pelayanan publik.

2. Secara Praktis
1. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memecahkan
permasalahan yang dialami oleh pemerintahan daerah dalam
menyelesaikan masalah kebijakan, terutama masalah kebijakan dalam
pencegahan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan
rujukan bagi peneliti lainya dalam melakukan penelitian dengan

permasalahan yang sama.



